PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 30 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN UNI VERSI TAS Al RLANGGA SEBAGAI
BADAN HUKUM M LI K NEGARA

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a. bahwa penyel enggaraan dan pel aksanaan pendi di kan tinggi ol eh
peneri ntah dan nmasyarakat harus nmanpu nenjam n kesenpat an
penyel enggar aan pendi di kan yang otonom adil, transparan, dan
akunt abel untuk peningkatan mutu akadem k serta peningkatan
efisiensi dan kenandirian manaj emen pendi di kan tinggi guna
nmenghadapi tantangan dan pel uang nasa depan;

b. bahwe otonom Perguruan Tinggi dalam arti |uas rnerupakan
prasyarat bagi Universitas A rlangga untuk nmanpu newj udkan
Vi Si dan m si uni versitas sebagai kekuat an nor al ,
i nt el ektual , serta sebagai pusat pengenbangan il mu
penget ahuan, teknol ogi dan seni untuk nenunjang terwjudnya
masyar akat nadani ;

C. bahwa Putusan Mahkamah  Agung Nonor 01/P/HUM Th 2006
nmenyat akan tidak sah dan tidak berlaku untuk unmum Peraturan
Menteri  Pendi di kan Nasional Nonor 16 Tahun 2005 tentang
Statuta Universitas Airlangga dan nenyatakan tidak nenmpunya
kekuatan hukum terhitung setelah 90 (senbilan puluh) hari
sej ak tanggal dikel uarkan (di sanpai kan);

d. bahwa undang-undang yang nengatur nengenai badan hukum
pendi di kan belum ditetapkan, nmaka pengelolaan universitas
Ai rl angga berdasarkan prinsip otonom , akuntabilitas, jam nan
nmut u, dan eval uasi yang transparan sebagai badan hukum perlu
di j am n keber| angsungannya;

e. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu nenetapkan
Uni versitas Airlangga sebagai Badan Hukum M 1ik Negar a;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi di kan
Nasi onal (Lenbaran Negara Republik |Indonesia Tahun 2003 Nonor
78, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4301);

3. Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4286);

4. Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor
5, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4355);

5. Undang- Undang Nonor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonmor 157,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4586);



Peraturan Penerintah Nonor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian
Uni versitas Airlangga (Lenbaran Negara Republik [|ndonesia
Tahun 1954 Nonmor 99, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 695);

Peraturan Penerintah Nonor 60 Tahun 1999 tentang Pendi di kan
Tinggi (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor
115, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesia Nonor 3859);
Peraturan Penerintah Nonor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan
Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahuh 1999 Nonor 116, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesia Nonor 3860);

Peraturan Penerintah Nonor 6 Tahun 2006 tentang Pengel ol aan
Barang MIlik Negara/ Daerah (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 2006 Nonor 20, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4609);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PENETAPAN UNI VERSI TAS Al RLANGGA
SEBAGAI BADAN HUKUM M LI K NEGARA

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah ini yang di naksud dengan :

1.
2.
3.

o1

© oN ©

10.

Uni versitas adal ah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum
M1 ik Negara.

Menteri adalah Menteri yang nenangani urusan penerintahan
dal am bi dang pendi di kan nasi onal .

Ment eri Keuangan adal ah Menteri yang bertanggung jawab untuk
mewakili  Penerintah di  bidang keuangan yang nenpunyai
kewenangan dal am seti ap pem sahan harta kekayaan negara unt uk
di t enpat kan sebagai kekayaan awal pada Universit as.

Majelis Wali Amanat adal ah organ tertinggi Universitas yang
berfungsi nmewakili Penerintah dan nasyar akat.

Dewan Audit adal ah organ Universitas yang secara independen
nmel akukan eval uasi hasil audit internal dan eksternal atas
penyel enggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali
Amanat .

Senat Akadem k adal ah badan normatif Universitas di bidang
akadem k.

Rekt or adal ah pem npi n dal am penyel enggaraan Uni versitas.
Dekan adalah pemnpin fakultas yang nengkoordi nasi kan
pengel ol aan sunberdaya dan penjam nan nutu di Fakultas.

Dosen adal ah pendidi k profesional dan il nmwan dengan tugas
utama nentransfor masi kan, nengenbangkan, dan nenyebar| uaskan
il mu pengetahuan, teknologi, dan seni nelalui pendidikan,
penel i tian, dan pengabdi an kepada nasyar akat .

Quru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut profesor
adal ah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih
mengaj ar di |ingkungan satuan pendi di kan tingi.



11. Mahasi swa adal ah peserta didik yang terdaftar dan nengi kuti
proses pendi di kan di Universitas.

BAB | |
PENETAPAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Penerintah ini, Universitas ditetapkan
sebagai Badan Hukum MIlik Negara yang mnenyel enggarakan
pendi di kan ti nggi .

(2) Badan Hukum M 1ik Negara sebagai mana di naksud pada ayat (1),
berprinsip nirlaba dan dapat nengel ola dana secara nandiri
unt uk nmemaj ukan Uni versitas.

BAB |11
ANGGARAN DASAR

Bagi an Kesatu
Jati Diri
Pasal 3
Nama Uni versitas adal ah Universitas Airlangga yang didirikan pada

tanggal 10 Novenber 1954 berdasar kan Peraturan Penerintah Nonor 57
Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga.

Pasal 4
Uni versitas nerupakan perguruan tinggi yang mandiri, inovatif,
terkenuka di ti ngkat nasi onal dan internasional, pel opor
pengenbangan il mu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni
ber dasar kan noral agana.

Pasal 5
Universitas nemliki |anbang, bendera, cap, hime, dan busana

akadem k sebagai atribut jatidiri, yang bentuk dan penggunaannya
di t et apkan dal am anggar an runah tangga.

Bagi an Kedua
Asas, Ruang Li ngkup, dan Tuj uan

Pasal 6

(1) Universitas disel enggarakan berdasarkan asas kenmandirian dan
noralitas.

(2) Kemandirian nerupakan dasar pengel ol aan Universitas secara
ot onom guna nmewuj udkan tuj uan Universitas.

(3) Mralitas mnmerupakan pendorong untuk mewuj udkan Universitas
sebagai kekuatan noral dan intelektual, guna terwjudnya
masyar akat nadani .

Pasal 7



(1) Universitas nenyel enggarakan pendidi kan, penelitian, dan
pengabdi an kepada nasyarakat untuk mengenbangkan keil nuan,
t eknol ogi dan seni, sebagai upaya penberdayaan masyarakat dan
penberi an | ayanan umum

(2) Penyel enggaraan pendidi kan di Universitas berdasarkan atas
prinsip pendi di kan seunur hi dup dengan paradi gma penbel aj ar an
ber kel anj ut an.

(3) Universitas nmenpunyai tugas utana nenyel enggar akan pendi di kan
tinggi dan nmenpunyai fungsi neni ngkatkan kualitas hidup dan

I i ngkungan.
Pasal 8

Uni versitas bertujuan unt uk

a. menghasi | kan | ul usan yang ber kual i t as yang manpu
mengenbangkan il mu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan
seni, berdasarkan noral agama, serta nmanpu bersaing di
ti ngkat nasi onal dan internasional;

b. nmenghasi | kan penelitian inovatif yang nendorong pengenbangan
ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam
I i ngkup nasi onal dan internasional;

C. menghasi | kan pengabdi an dan penberdayaan masyarakat secara

inovatif agar masyarakat manpu nenyel esai kan nasal ah secara
mandi ri dan ber kel anj ut an;

d. mewuj udkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif
terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan penbangunan, baik
secara nasional dan internasional

e. meni ngkat kan kualitas nmanaj eman penbel aj ar an secara
ber kesi nanbungan untuk nencapai keunggul an dal am per sai ngan
dan kerjasama nasi onal dan i nternasional

f. menj adi kekuatan noral dan intelektual dalam nenbangun
masyar akat nadani | ndonesi a.

Bagi an Keti ga
Kedudukan dan jangka Waktu

Pasal 9
Uni versitas nmenpunyai tenpat kedudukan di Surabaya.
Pasal 10

Uni versitas sebagai badan hukum mlik negara didirikan untuk
j angka waktu yang tidak ditentukan.

Bagi an Keenpat
Kekayaan dan Pendanaan

Pasal 11
(1) Kekayaan awal Universitas berasal dari kekayaan Negara yang

di pi sahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
berupa  seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

Uni versitas, kecuali tanah

Ni | ai kekayan awal Uni versitas sebagai mana di naksud pada ayat

(1) setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilali dan

Inventaris Barang MIik Negara Pada Universitas Airlangga

adal ah sebagai beri kut :

1. bangunan sejum ah 43 (enpat puluh tiga) unit, seluas
151.865,58 n2 (seratus lima puluh satu ribu del apan
ratus enam puluh lima koma |ima puluh delapan neter
persegi), seni | ai Rp. 252. 964. 541. 410, 00 (duar at us
[ i mapul uh dua mlyar senbilan ratus enam pul uh enpat
juta lim ratus enpat puluh satu ribu enpat ratus
sepul uh rupi ah);

2. al at angkutan kendaraan bernotor sejum ah 134 (seratu's
tiga puluh enpat) wunit, senilai Rp.7.073.466.500,00
(Tujuh mlyar tujuh puluh tiga juta enpat ratus enam
pul uh enamribu Iima ratus rupiah);

3. peral atan kantor, nmesin, peralatan |aboratorium dan
aset tetap lainnya sejuniah 482.465 (enpat ratus
del apan puluh dua ribu enpat ratus enam puluh 1inma)

unit, senilai Rp.58.661.000.792,00 (Lima puluh del apan
mlyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus
senbi | an pul uh dua rupi ah).
Kekayaan awal Universitas selain berasal dari kekayaan Negara
sebagai mana di maksud pada ayat (1), berasal dari perol ehan
| ai nnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
per undang- undangan.
Semua kekayaan dalam segala bentuk termasuk kekayaan
intel ektual, fasilitas dan benda di luar tanah tercatat sah
sebagai hak mlik Universitas.
Kekayaan Universitas sebagai nana di naksud pada ayat (1) dan
ayat (3) pengel ol aannya dil aksanakan ol eh Universitas untuk
penyel enggar aan tugas dan fungsi Universitas.

Pasal 12

Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana di naksud dal am
Pasal 11 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya
kepentingan Universitas dengan Kketentuan tidak dapat
di pi ndaht angankan.

Uni verstitas dapat nenmanfaat kan kekayaan Negara sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu nendapat
persetujuan Menteri Keuangan.

Hasi| pemanfaatan kekayaan Negara sebagai mana di maksud pada
ayat (2) nmenjadi pendapatan Universitas dan dipergunakan
unt uk penyel enggaraan tugas dan fungsi Universitas.

Pasal 13

Pendanaan unt uk penyel enggar aan, pengel ol aan dan pengenbangan
Uni versitas berasal dari :

Peneri nt ah pusat/ daer ah;

Masyar akat ;

Usaha dan tabungan Uni versitas;

Pi hak | uar negeri;

aooo



